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PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL (SOP)

PELAYANAN INFORMASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KECAMATAN BONTANG SELATAN



Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tgl Pengesahan | . P KECAMATAN BONTANG
Disahkan Oleh / C]T/-\MAI 0 SELATAN
(%A et Y
\k\}amséﬁ S.Pd
Nama SOP SOP Prosedur Pelayanan Informasi Publik

Dasar hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

(KIP);

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

PP No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.

14 tahun 2008

5. Perki No. 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi;

6. Pemendagri No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemda;

7. Peraturan Walikota Bontang Nomor 53 tahun 2014 tentang
Standar Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Pemerintah Kota
Bontang;

8. Keputusan Walikota Bontang Nomor 253 Tahun 2018 tentang
Susunan Penglola informasi dan Dokumentasi

Pwn

1. Memahami tugas Pokok Dan Fungsi Kementerian Komunikasi Dan
Informatika

2. Memahami Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan
Informatika

3. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan
Keterbukaan Informasi Publik

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan

SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik

1. Desk Layanan Infomasi Publik

2. Daftar Infomasi Publik

3. Komputer Terkoneksi Dengan Internet, Printer, Telepon dan Fax, E-mail,
Kamera, Alat Rekam, Alat Tulis Kantor, Televisi, Plasma

4. Buku Peraturan Perundang-undangan

5. Daftar informasi publik , formulir permintaan, tanda bukti penerimaan
permintaan, Tanda bukti penyerahan informasi publik, formulir




pemberitahuan tertulis, formulir pernyataan keberatan permohonan informasi
publik
6. Nota Dinas dan Lembaran Disposisi

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika prosedur ini tidak dilaksanakan akan menghambat kelancaran
tugas PPID dalam pelayanan informasi

1. Mencatat Transaksi Layanan informasi Setiap Hari Kerja
2. Menyiapkan Jawaban Permintaan informasi
3. Membuat Laporan Layanan Informasi publik




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Bidang
Desk Pelayanan PPID Persyaratan/ Waktu Output
Layanan . : . Perlengkapan
informasi publik
Menerima Permintaan .
1 | informasi publik (IP) ( ) (IJIDa(L:n ggg’r‘;iﬁgﬁﬁ 15 menit Kepastian Informasi
Melaporkan Kepada PC, Kertas, alat tulis Pemberitahuan
. , , . permohonan
2| Penanggung jawab : dan Referensi terkait 1 hari informasi
Mengintruksikan untuk v
mempersiapkan segala PC, Kertas, alat tulis : . .
3 sesuatu yang terkait dengan Ej dan Referensi terkait 1 hari Informasi yang diminta
permintaan IP
_l\/IenglnfqrmaS|kan ke Desk — le PC, Kertas, alat tulis , Pemberitahuan permohonan
4 | informasi untuk memproses | [ : . 1 hari . L
: : dan Referensi terkait informasi di terima
lebih lanjut
Menghubungi pemohon A .
) : . PC, Kertas, alat tulis : , .
5 | informasi publik dan Referensi terkait 20 menit Konfirmasi data
M_elaporkan Kepada ¥ PC, Kertas, alat tulis . ban inf .
6 | Pimpinan dan Referensi terkait 1jam Jawban informasi
Laporan informasi ke 4 . . . .
7 | pemohon Cj PC, Kertas, alat tulis 15 menit Terkirimnya informasi dalam

dan Referensi terkait

bentuk softcopy




Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Pengesahan

WOTA BONTANG

Disahkan Oleh

QM E—
.ium uty ),
\

b ;vi"

Kainsal. S.Pd

Nama SOP

SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG
SELATAN

Dasar hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi 1. PPID yang memahami peraturan menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri
Publik (KIP); Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan
3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerabh; Pemerintah Daerah.
4. PP No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang 2. Tenaga Pembantu Administrasi/fungsional yaitu staff yang memahami
No. 14 tahun 2008 Komputer Aripan Pustakawa yang memahami dan memiliki kemampuan
5. Perki No. 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian pendokumentasian atau memahami tentang pelayanan informasi publik
Sengketa Informasi;
6. Pemendagri No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan
Pemda;
7. Peraturan Walikota Bontang Nomor 53 tahun 2014 tentang
Standar Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Pemerintah
Kota Bontang;
8. Keputusan Walikota Bontang Nomor 253 Tahun 2018 tentang
Susunan Penglola informasi dan Dokumentasi
Keterkaitan ; Peralatan/Perlengkapan

SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Peringatan

Pencatatan dan pendataan




SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila
SOP ini tidak berjalan dangan baik, maka dapat menimbulkan
sengketa informasi

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy




Mutu

adalah terbuka, maka PPID
memerintahkan kepad
perangkat daerah untuk
menyerahkan informasi yang
dimaksud. Jika status informasi
oleh tim pertimbangan
pelayanan informasi dinyatakan
rahasia, maka PPID membuat

Pelaksana BukU
PPID Tim Komponen
No Aktivitas Uta;):la\Ddan Pe;:lzmyt;annagnan Perzj:;kat Pemohon Persyaratan Waktu Output keterangan
Pembantu Informasi Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 | Melanjutkan Kajian atas Berkas 1x24jam | Berkas
informasi yang tidak termasuk I e permohonan permohonan
dalam DIP informasi dari informasi yang

pemohon telah diisi

informasi lengkap dan
dilampiri
fotocopy/scan
indetitas diri
(dokumen
pertimbangan)

2 Memberikan pertimbangan atas v 1x24 jam | Dokumen Pertimbangan
informasi yang dimaksud yang pertimbangan | berdasarkan UU kepad
bersifat rahasia PPID atas status

informasi yang diminta
pemohon informasi

3 Jika informasi yang dimaksud




surat penolakan kepada
pemohon

Komponen Perangkat Daerah
menyerahkan informasi
dokumen yang dimaksud kepada
pemohon.

Dokumen
pertimbangan

PPID utama dan pembantu
memberikan informasi yang
diminta oleh pemohon

C

Memberikan
informasi
yang diminta
oleh
pemohon
dengan
mendatangani
tanda bukti
penerimaan
atau
memberikan
surat
penolakan
kepada
pemohon jika
status
informasi
dinyatakan
rahasia.

7x24jam

Informasi
publik yang
diminta oleh
pemohon
informasi atau
surat
penolakan.




Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Pengesahan

Disahkan Oleh | CAMAT
/ V‘t‘ E /x’/
i\ .{a‘fﬁﬁym

Kaiidal s.Pd

Nama SOP SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik

PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG
SELATAN

*
(A

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);

2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. PP No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang

No. 14 tahun 2008

Perki No. 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa

Informasi;

6. Pemendagri No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemda;

7. Peraturan Walikota Bontang Nomor 53 tahun 2014 tentang Standar
Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Pemerintah Kota Bontang;

8. Keputusan Walikota Bontang Nomor 253 Tahun 2018 tentang
Susunan Penglola informasi dan Dokumentasi

o

1. PPID DAN PPID pembantu memahami peraturan komisi informasi No 1 TAHUN
2010 tentang standar layanan informasi publik
2. PPID dan PPID pembantu memahami peraturan komisi informasi No. 1 tahun
2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik
3. Tenaga pembantu administrasi/fungsional memiliki kewenangan dibawah PPID
utama maupun PPID pembantu dan/atau petugas meja informasi memiliki
kemampuan di bidang
a) Memahami pendokumentasian dan kearsipan
b) Memahami dan menguasai IT
c) Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung pelayana
informasi
4, Petugas meja informasi memberikan layanan bagi pemohon informasi sesuai
dengan SOP

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP Pelayanan Permohonan Informasi publik

1. Lembaran kerja dan rencana kerja
2. Term of referenccce
3. Mejainformasi




Telpon dan fax

Komputer, printer dan scanner

Jaringan internet

Nota dinas/surat

8. Formulir pernyataan keberatan atas permohonan informasi

Nouwuvas

Peringatan Pencatatan dan pendataan

SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy
tidak berjalan dangan baik, maka dapat menimbulkan sengketa informasi




Pelaksana Mutu baku
Pemohonan Bagian PPID utama Atasan
No. Aktifitas ) . . . atau PPID Persyaratan Waktu Output keterangan
informasi registrasi PPID
pembantu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pemohon menyampaikan Formulir 5x24 jam Formulir yang
pengajuan keberatan atas pengajuan sudah terisi
tidak terlayani permohonan l I keberatan
yang informasi yang di informasi publik
butuhkan dan fotocopy

indetitas diri

dari pemohon
Bagian registrasi Formulir 1x24jam Formulir yang
memberikan formulir v pengajuan sudabh terisi
pengajuan keberatan kepada keberatan (hardcopy dan
PPID utama atau PPID informasi publik softcopy)
pembantu dan fotocopy

indetitas diri

dari pemohon
PPID utama atau pembantu A 4 Formulir 1x24 jam
menyampaikan pengajuan pengajuan
keberatan kepada atasan keberatan
PPID informasi publik

"G dan fotocopy
indetitas diri
dari pemohon
Pelaksana Mutu baku
Pemohonan Bagian PPID utama Atasan
No. Aktivitas ) - . . atau PPID Persyaratan Waktu Output Keterangan
informasi registrasi PPID

pembantu




2 7 8 9 10
Berkas
pengajuan Catatan atas
. . keberatan .
Memeriksa formulir . jawaban penolakan
) pelayanan 1x24 jam
pengajuan keberatan . . permohonan
informasi yang nformasi
telah diisi
lengkap
Berkas
pengajuan
keberatan
elayanan Catatan atas
Menerima catatan atas . P . . jawaban penolakan
. informasi yang 1x24 jam
jawaban penolakan . permohonan
telah diisi . .
informasi
lengkap, dan
DIP yang telah
di umumkan
Catatan atas
jawaban penolakan
Menerima catatan atas . ermohonan
: p 1x24 jam P

jawaban penolakan

informasi dan
daftar informasi
yang di kecualikan




Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Pengesahan

Disahkan Oleh | CAMAT
f' (é'm

Ak
\' N T’/\\,(’
Karhsal S.Pd

Nama SOP SOP Fasilitasi Sengketa Informasi

PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG
SELATAN

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);

2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. PP No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang

No. 14 tahun 2008

5. Perki No. 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi;

6. Pemendagri No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemda;

7. Peraturan Walikota Bontang Nomor 53 tahun 2014 tentang Standar
Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Pemerintah Kota Bontang;

8. Keputusan Walikota Bontang Nomor 253 Tahun 2018 tentang

Susunan Penglola informasi dan Dokumentasi

1. PPID yang memahami peraturan menteri dalam negeri peraturan menteri
dalam negeri nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan
informasi dan dokumentasi di kementerian dalam negeri dan pemerintah

daerah

2. Tenaga pembantu administrasi/fungsional yaitu staff, arsiparis, pustakawan
yang memahami dan memiliki kemampuan pendokumentasian, IT, atau

memahami tentang pelayanan informasi publik

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP Pelayanan Permohonan Informasi publik

1. Lembaran kerja dan rencana kerja
2. Term of referencce

3. Meja informasi

4. Telpon dan fax

5. Komputer, printer dan scanner




6. Jaringan internet
7. Nota dinas/surat
8. Formulir pernyataan keberatan atas permohonan informasi

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini
tidak berjalan dangan baik, maka dapat menimbulkan sengketa informasi

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy




Pelaksana Mutu baku
Pemohonan Bagian PPID utama Atasan
No. Aktifitas ) . . . atau PPID Persyaratan Waktu Output keterangan
informasi registrasi PPID
pembantu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mengajukan keberatan Formulir 1x24 jam Berkas pemohonan
secara tertulis kepada atasan pengajuan informasi publik
PPID ) keberatan yang telah diisi
J informasi publik lengkap dan
dan fotocopy dilampiri fotocopy/
indetitas scan indetitas diri.
pemohon
PPID utama membuat tim 1x24 jam Tanggapan tertulis | Tim fasilitasi
fasilitasi sengketa y dari atasan PPID sengketa
perihal informasi beranggotakan PPID
yang di utama dan
sengketakan pembantu , dan staff
fungsional.
Menetapkan tim fasilitasi 1x24 jam
sengketa
Melakukan meditasi terkait 3x24 jam Berita acara
laporan keberatan informasi meditasi
publik
Melaporkan proses 1x24 jam Berita acara
penanganan sengketa P meditasi
informasi kepada atasan D
PPID
Menerima hasil meditasi 1x24 jam Laporan hasil

sengketa informasi

A

meditasi sengketa
informasi




